
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 70 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ElSA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun J\nggaran 2020, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya ten tang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

1. Pa sal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkun gan Propinsi Djawa Barat (Berlta Negara Tanggal 8 
Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta. dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang~Undang ' omor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propin si Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



2 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaram Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nqmor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti UndJng-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danl atau dalam 
rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional danl atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 ~ahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peratura.n Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 43); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daer~ dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 te:qtang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nbmor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daer~ (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 NO¥lor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Perauran Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2016 Nomor 114 Tambaha.'n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 1fambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 l'ahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik I~donesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 T$.hun 2018 tentang 
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 ten tang 
Perubahan Postur dan Rincian Angg$Ian Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Norpor 94) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 155); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua AtasPera1juran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Repllblik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala DaeraIt tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diu bah dengan Peraturan Menterj. Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan a tas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah dan k ancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapa~ dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1560); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No~or 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Qaerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 6); 
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35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 
Nomor 1); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasilanalaya Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

Pasa11 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2020 semula 
beIjumlah Rp3.219.128.443.788,00 bertambah sejumlah Rp501.964.658.553,67 
sehingga menjadi Rp3.721.093.102.341,67 dengan rincian s~bagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah 

1. Semula Rp3.219.128.443.788,00 
2. Bertambah Rp501.964.658.553,67 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp3.721.093.102.341,67 

b . Belanja Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp3.239 .328. 443. 788,00 
Rp686.875.160.271 ,85 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
Surplus / (Defisit) 

c. Pembiayaan Daerah: 
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

a) Semula Rp35.200.000.000,00 
b) Bertambah Rp179.910.501.718,18 

Rp3.926.203.604.059,85 
Rp(20S.110.S01.718,18) 

Jumlah Penerimaan setelah Peru bahan Rp215.11 0.501. 718,18 

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
a) Semula Rp15.000.000.000,00 
b) Berkurang Rp(5.000.000.000,00) 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rpl0.000.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp205.110.~01.718,18 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp-
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Pasal2 

Uraian lebih lanjut atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

2 . Lampiran II penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan 
Da erah; 

3. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;dan 

4. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantu an 

so sial. 

Pasal3 

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini ditu angkan 

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran per~gkat Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen gundangan Peraturan 

Bupati in i dengan penempa tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 2 Novemb er 2020 

SEKRET 
ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 2 Nov ember 2020 

Pjs. BUP TI TASIKMALAYA, 
/' 

MOKO 

BE RITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 70 


